Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis
Volume. 4, Nomor. 3 September 2025

e-ISSN: 2808-8980; p-ISSN: 2808-9383, Hal 01-10

DOI: https://doi.org/10.55606 /jupsim.v4i3.5071

Available online at : https://journalcenter.org/index.php/jupsim

Implementasi Prinsip Syariah dalam Manajemen Keuangan untuk
Meningkatkan Pengambilan Keputusan Bisnis UMKM :
Studi Kasus di Jakarta

Arief Syahreza!, Aep Saefullah?*, Sukardi®, Suharmanto*, Ujang Kusnaedi®,
Fisy Amalia®
16 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, Indonesia

Email : ariefeja@ gmail.com’, aep @stieganesha.ac.id®*, suharmanto.java@ gmail.com’,
ujang @stieganesha.ac.id?, fisyamalia@ymail.com’

Abstract: A unique problem in the implementation of sharia principles in MSMEs in Jakarta lies in the gap
between the needs of sharia-based financial practices and the limited access and understanding of business actors.
In fact, Jakarta as an economic center with the largest Muslim population in Indonesia has the potential to become
an ideal model for sharia MSME financial management. This qualitative study examines the implementation of
sharia principles in MSME financial management in Jakarta by focusing on three critical aspects: (1) the
implementation of mudharabah (profit sharing) contracts, (2) the avoidance of usury, and (3) transaction
transparency. Data was collected through in-depth interviews with 15 MSME owners, participant observations,
and analysis of financial documents (2021-2023). The findings show that although MSMEs are committed to
implementing sharia principles, the main challenges include limited understanding of sharia contracts, difficulties
in separating personal and business finances, and the lack of affordable sharia financial instruments. In addition,
it was found that most MSME actors still rely on conventional financing because Islamic banking procedures are
considered more complicated and less flexible. The lack of mentoring and lack of access to formal training also
exacerbate this condition. This study offers strategic solutions through strengthening Islamic financial literacy,
providing contextual training modules, and intensive assistance based on the specific needs of MSMEs. In
addition, collaboration between local governments, Islamic financial institutions, and business communities is
needed to create an inclusive and sustainable Islamic financial ecosystem. The implications of the results of this
study can be a reference for regulators and Islamic financial institutions in designing financing and education
programs that are more adaptive to the characteristics of urban MSMEs.
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Abstrak: Permasalahan unik dalam implementasi prinsip syariah pada UMKM di Jakarta terletak pada
kesenjangan antara kebutuhan praktik keuangan berbasis syariah dan keterbatasan akses serta pemahaman pelaku
usaha. Padahal, Jakarta sebagai pusat ekonomi dengan populasi Muslim terbesar di Indonesia berpotensi menjadi
model pengelolaan keuangan UMKM syariah yang ideal. Studi kualitatif ini mengkaji implementasi prinsip
syariah dalam manajemen keuangan UMKM di Jakarta dengan fokus pada tiga aspek kritis: (1) penerapan akad
mudharabah (bagi hasil), (2) penghindaran riba, dan (3) transparansi transaksi. Data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam dengan 15 pemilik UMKM, observasi partisipan, dan analisis dokumen keuangan (2021—
2023). Temuan menunjukkan bahwa meskipun UMKM berkomitmen menerapkan prinsip syariah, tantangan
utama meliputi pemahaman terbatas tentang akad syariah, kesulitan memisahkan keuangan pribadi dan usaha,
serta minimnya instrumen keuangan syariah yang terjangkau. Selain itu, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku
UMKM masih mengandalkan pembiayaan konvensional karena prosedur perbankan syariah dianggap lebih rumit
dan kurang fleksibel. Kurangnya pendampingan dan minimnya akses terhadap pelatihan formal juga
memperburuk kondisi ini. Studi ini menawarkan solusi strategis melalui penguatan literasi keuangan syariah,
penyediaan modul pelatihan yang kontekstual, serta pendampingan intensif berbasis kebutuhan spesifik UMKM.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas pelaku usaha sangat
diperlukan untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Implikasi hasil
penelitian ini dapat menjadi acuan bagi regulator dan lembaga keuangan syariah dalam merancang program
pembiayaan dan edukasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik UMKM perkotaan.

Kata Kunci: Akad, Edukasi, Literasi, Syariah, Transparansi.

1. PENDAHULUAN
UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan menyumbang

61% terhadap Produk Domestik Bruto (Arif, 2024), namun ironisnya sebagian besar masih
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menghadapi kendala dalam mengakses layanan keuangan formal berbasis syariah. Di Jakarta,

pertumbuhan UMKM berbasis syariah menunjukkan tren positif dengan peningkatan 20% per

tahun (Amin, 2023). yang didorong oleh kesadaran religius masyarakat dan kebutuhan akan

transaksi yang lebih transparan. Prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah (bagi hasil) dan

musyarakah (kemitraan) sebenarnya menawarkan alternatif pengelolaan keuangan yang lebih

adil (Hayati, 2019), namun implementasinya belum optimal karena berbagai kendala teknis.

Rendahnya literasi tentang akad syariah di kalangan pelaku UMKM menjadi masalah krusial
(Saefullah & Hajar, 2022; Fauzoah, 2022).

Sementara studi mendalam tentang praktik operasional di lapangan masih sangat
terbatas. Peran strategis UMKM tidak hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai
instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan sosial, terbukti dengan data Kementerian
Koperasi dan UMKM (2023) yang menunjukkan bahwa 97% tenaga kerja Indonesia
bergantung pada sektor ini (Harahap et al., 2022). Namun realitasnya, sekitar 65% UMKM
masih bergantung pada pembiayaan informal dengan bunga tinggi yang bertentangan dengan
prinsip syariah (Yunus, 2023). Di sisi lain, potensi ekonomi syariah Indonesia yang
diproyeksikan mencapai USD 3,8 miliar pada 2025 (ICD & Thomson Reuters, 2021)
seharusnya menjadi peluang emas bagi UMKM untuk beralih ke sistem keuangan yang lebih
beretika dan inklusif. Sayangnya, minimnya infrastruktur pendukung seperti lembaga
keuangan syariah yang terjangkau dan program pelatihan khusus menjadi hambatan utama.
Studi oleh BAZNAS (2021) menemukan fakta bahwa 78% pelaku UMKM di perkotaan belum
memahami mekanisme mudharabah atau murabahah dalam operasional bisnis mereka (Arifin,
2022). padahal penerapan prinsip syariah tidak hanya menjamin kepatuhan religius tetapi juga
meningkatkan kepercayaan konsumen dan stabilitas keuangan usaha. Fenomena ini semakin
mempertegas urgensi penelitian untuk mengurai kompleksitas implementasi prinsip syariah
pada UMKM, khususnya di wilayah urban seperti Jakarta yang menjadi episentrum
perkembangan ekonomi syariah nasional.

Beberapa penelitian telah mengkaji aspek keuangan syariah dan UMKM, namun masih
terdapat celah akademis yang perlu diisi. Pertama, (Harun et al., 2023) dalam bukunya Fintech
Syariah: Konsep dan Implementasi mengungkap rendahnya literasi akad syariah di kalangan
UMKM, tetapi tidak menjelaskan bagaimana ketidaktahuan tersebut memengaruhi praktik
manajemen keuangan sehari-hari (Putri et al., 2023). Kedua, (Latifah et al., 2022)
mengevaluasi efisiensi lembaga keuangan mikro syariah di Yaman, namun fokusnya tidak pada
UMKM sebagai entitas bisnis mandiri (Rochmi et al., 2024). Ketiga,(Nurrohmah & Purbayati,
2020) menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif untuk memahami dinamika UMKM, tetapi
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tidak spesifik pada konteks syariah. Keempat, laporan OJK (2022) mengidentifikasi
pertumbuhan fintech syariah, namun tidak mengaitkannya dengan kebutuhan UMKM akan
instrumen keuangan yang sederhana dan terjangkau. Kelima, (Ubed & Mugiyati, 2024) merilis
panduan manajemen keuangan syariah, tetapi belum ada evaluasi efektivitas panduan tersebut
dalam meningkatkan kepatuhan UMKM.

Berdasarkan kesenjangan dalam literatur, penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi pola implementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan UMKM di
Jakarta, khususnya penggunaan akad mudharabah dan musyarakah serta upaya
penghindaran riba. Selain itu, penelitian ini menganalisis faktor penghambat (seperti
keterbatasan akses ke lembaga syariah dan literasi keuangan) dan pendukung (dukungan
regulasi) dari perspektif pelaku usaha. Penelitian juga mengevaluasi efektivitas program
pelatihan yang ada dalam meningkatkan pemahaman prinsip syariah, sekaligus
merekomendasikan model pendampingan terintegrasi antara lembaga keuangan syariah,
pemerintah, dan akademisi untuk optimalisasi implementasi (Ruwaidah, 2020).

Lebih lanjut, kajian ini menguji hubungan antara penerapan prinsip syariah dengan
kinerja bisnis UMKM, termasuk dampaknya terhadap profitabilitas dan kepuasan konsumen,
guna memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan UMKM berbasis syariah yang

berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk
menggali implementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan UMKM di Jakarta.
Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 3 bulan (Januari-Maret 2025), dengan tahapan
sebagai berikut:
Pemilihan Partisipan

Partisipan dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan kriteria:
e UMKM yang aktif beroperasi minimal 2 tahun.
e Mengklaim menerapkan prinsip syariah dalam manajemen keuangan.
o Bersedia memberikan akses dokumen keuangan dan diwawancarai.

Sebanyak 15 UMKM di Jakarta terpilih sebagai subjek penelitian, mencakup sektor

kuliner, fashion, dan jasa. Profil responden dirinci dalam Tabel 1.
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Tabel 1. Identitas Responden UMKM

Metode
Kode Responden | Sektor Usaha Usia Usaha Lokasi Pengumpulan
Data

No

Wawancara,
1 RSP-01 Kuliner 3 tahun Jakarta Timur Observasi,
Dokumen

Wawancara,

2 RSP-02 Fashion 5 tahun Jakarta Barat
Dokumen

Wawancara,

3 RSP-03 Jasa 4 tahun Jakarta Utara )
Observasi

Wawancara,

4 RSP-04 Kuliner 2 tahun Jakarta Selatan
Dokumen

Wawancara,
5 RSP-05 Fashion 6 tahun Jakarta Pusat Observasi,
Dokumen

Catatan: Kode responden menggunakan inisial untuk menjaga kerahasiaan identitas. Teknik
Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui tiga metode:
e Wawancara Semi-Terstruktur
o Dilakukan selama 60-90 menit per responden, menggunakan panduan pertanyaan
terbuka yang mencakup:
» Praktik pengelolaan keuangan (pemisahan dana usaha-pribadi, penggunaan akad
syariah).
» Pemahaman tentang konsep mudharabah, musyarakah, dan penghindaran riba.
» Tantangan operasional (akses ke lembaga syariah, biaya administrasi).
o Semua wawancara direkam dan ditranskrip verbatim untuk analisis.
e Observasi Partisipan
o Peneliti terlibat dalam aktivitas harian UMKM selama 2-3 hari per lokasi, fokus
pada:
» Proses pencatatan transaksi keuangan.
» Interaksi dengan konsumen dan mitra usaha.
» Kesesuaian praktik dengan dokumen SOP yang dimiliki.
e Analisis Dokumen

o Dokumen dianalisis meliputi:
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= Laporan keuangan 6 bulan terakhir.
= Catatan transaksi harian.
= SOP tertulis (jika ada).
o Tujuan: Melacak konsistensi antara klaim penerapan prinsip syariah dengan bukti
empiris.
Analisis Data
Data dianalisis secara tematik menggunakan software NVivo 12 dengan tahapan:

e Koding Awal: Mengidentifikasi pola dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan
dokumen.

o Kategorisasi: Mengelompokkan kode ke dalam tema seperti: "Implementasi Akad
Syariah", "Hambatan Regulasi", dan "Peran Literasi Keuangan".

e Interpretasi: Menghubungkan tema dengan konteks teori ekonomi syariah dan temuan studi
terdahulu.

Validitas Data

Validitas diuji melalui:

e Triangulasi Sumber: Membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen.
Contoh: Jika responden mengklaim menggunakan mudharabah, peneliti memverifikasi
melalui laporan keuangan dan catatan transaksi.

o Member Checking: Melakukan validasi ulang temuan dengan 5 responden terpilih untuk
memastikan akurasi interpretasi.

o Refleksivitas: Peneliti mencatat bias potensial selama pengumpulan data dan
mendiskusikannya dengan tim peneliti.

Etika Penelitian

Penelitian mematuhi prinsip kerahasiaan (inisial digunakan untuk identitas responden)
dan informed consent. Partisipan diberi informasi jelas tentang tujuan penelitian dan hak untuk

mengundurkan diri tanpa konsekuensi (Ramdhan, 2021).

Dengan pendekatan ini, penelitian dirancang untuk menjawab tujuan secara

komprehensif dan mendalam

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola Implementasi Prinsip Syariah
a. Pemisahan Dana Usaha dan Pribadi
Sebanyak 10 dari 15 UMKM (67%) mengklaim memisahkan rekening usaha dan
pribadi untuk menghindari gharar (ketidakjelasan transaksi). Namun, hanya 4 UMKM (27%)
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yang memiliki pembukuan terstruktur dengan klasifikasi pendapatan, pengeluaran, dan laba
bersih. Sebagian besar mengandalkan catatan transaksi manual tanpa sistem akuntansi formal.
Misalnya, RSP-01 (sektor kuliner) menyatakan :
"Kami pisahkan rekening usaha dan pribadi, tapi pencatatan masih pakai buku biasa.
Kadang tercampur kalau ada kebutuhan mendadak (RSP-01, sektor kuliner)”
Temuan ini menunjukkan kesenjangan antara niat dan praktik bahwa pemisahan dana belum
diikuti dengan manajemen keuangan yang matang. Minimnya pembukuan terstruktur
berpotensi menimbulkan gharar dalam pelaporan keuangan, meskipun niat awal sesuai prinsip
syariah (Lamusara et al., 2022).
b. Penggunaan Akad Bagi Hasil
Hanya 47% (7/15) yang menerapkan akad mudharabah atau musyarakah dalam kerja
sama dengan investor. Sebanyak 80% (12/15) UMKM masih menggunakan sistem bunga
konvensional karena ketidaktahuan tentang alternatif syariah. Contohnya, RSP-02 (fashion)
mengaku:
"Saya pinjam dana dari keluarga dengan bunga 5% per bulan. Tidak tahu kalau ada
sistem bagi hasil yang halal.”
Padahal, akad syariah seperti mudharabah dapat mengurangi beban utang dan meningkatkan
keadilan bagi kedua pihak. Temuan ini mengonfirmasi studi (Ariani et al., 2024) bahwa
rendahnya literasi akad syariah menjadi penghalang utama.
c. Transparansi Transaksi
Seluruh partisipan (100%) mengklaim menghindari transaksi spekulatif (maisir),
tetapi 9 UMKM (60%) tidak mencantumkan detail akad dalam invoice. Misalnya, RSP-05
(fashion) hanya menulis "Pembayaran Lunas" tanpa menyebutkan mekanisme murabahah (jual
beli dengan margin) yang digunakan. Ketidakjelasan ini berisiko menimbulkan sengketa
dengan konsumen, terutama dalam transaksi berjangka.
Tantangan Implementasi

Tabel 2. Tantangan Implementasi Prinsip Syariah pada UMKM

Tantangan Frekuensi Contoh Kasus

Literasi akad rendah 13/15 (87%) RSP-04 bingung mudharabah dan musyarakah.

Akses terbatas ke

lembaga syariah 10/15 (67%) RSP-03 menghadapi kendala geografis/administratif.

Biaya  operasional

L7 8/15 (53%) RSP-07 menyebut sertifikasi halal mahal.
tinggi
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a. Literasi Akad yang Rendah

Sebanyak 13 UMKM (87%) memiliki pemahaman terbatas tentang akad syariah.
Misalnya, RSP-06 (jasa) mengira mudharabah sama dengan sistem bagi hasil tradisional tanpa
kontrak tertulis. Hal ini sejalan dengan temuan (Mun’im, 2024) bahwa 78% UMKM perkotaan
belum memahami akad syariah secara komprehensif.
b. Akses ke Lembaga Syariah

Sebanyak 10 UMKM (67%) mengeluhkan jarak geografis dan prosedur rumit untuk
mengakses pembiayaan syariah. RSP-08 (kuliner) menyatakan:
"Butuh jaminan tanah untuk pinjam di bank syariah, padahal usaha saya masih kecil."”
Ini mencerminkan ketidaksesuaian antara kebijakan lembaga keuangan syariah dan kebutuhan
UMKM skala mikro.
c. Biaya Operasional Tinggi

Biaya sertifikasi halal, audit syariah, dan pelatihan menjadi beban tambahan bagi 8
UMKM (53%). RSP-10 (fashion) mengaku mengeluarkan Rp 15 juta untuk sertifikasi halal,
yang tidak sebanding dengan omset bulanan.
Pembahasan: Menjawab Tujuan Penelitian
a. Faktor Penghambat dan Pendukung

Temuan menunjukkan bahwa dukungan regulasi (seperti insentif pajak untuk UMKM
syariah) masih minim, sementara literasi keuangan menjadi kunci utama. Misalnya, UMKM
dengan akses ke pelatihan (RSP-12) mampu menerapkan mudharabah dengan baik. Hal ini
memperkuat argumen Afifuddin (2012) bahwa pendampingan intensif meningkatkan kapasitas
UMKM.
b. Dampak Program Pelatihan

Dari 15 UMKM, hanya 3 yang pernah mengikuti pelatihan manajemen syariah. RSP-
15 (kuliner) mengaku profitabilitas meningkat 20% setelah pelatihan karena mampu menarik
konsumen religius. Namun, program yang ada belum menjangkau UMKM di wilayah terpencil
Jakarta.
¢. Rekomendasi Model Pendampingan

Berdasarkan temuan, peneliti merekomendasikan model "Kemitraan Triple Helix" yang
melibatkan:

e Lembaga keuangan syariah: Menyediakan pembiayaan tanpa agunan dan pelatihan

akad.
e Pemerintah daerah: Memberikan insentif dan memfasilitasi sertifikasi halal

terjangkau.
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e Akademisi: Mengembangkan modul pelatihan berbasis kasus UMKM Jakarta.
d. Hubungan Prinsip Syariah dengan Kinerja Bisnis

UMKM yang konsisten menerapkan prinsip syariah (seperti RSP-05 dan RSP-09)
mengalami peningkatan kepuasan konsumen sebesar 35%, berdasarkan ulasan positif di
platform digital. Namun, profitabilitas tidak selalu meningkat signifikan karena tingginya biaya
operasional.

Implikasi Kebijakan dan Praktik

e Regulator (OJK dan BI) perlu menyederhanakan persyaratan pembiayaan syariah untuk
UMKM.

e lembaga keuangan syariah  harus merancang produk mikro  dengan
mekanisme mudharabah fleksibel.

e UMKM disarankan mengadopsi aplikasi pembukuan syariah gratis untuk meningkatkan
transparansi.

Temuan ini didukung oleh bukti observasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara
pengetahuan teoritis dan praktik riill UMKM. Misalnya, analisis dokumen keuangan
mengungkap bahwa 80% UMKM tidak mencantumkan akad dalam transaksi, meskipun 100%
mengklaim menghindari riba. Hal ini memperkuat argument (Ruwaidah, 2020) tentang
perlunya pendampingan teknis, sekaligus menambahkan perspektif urban melalui data empiris
Jakarta. Sementara itu, tantangan literasi akad sejalan dengan laporan OJK (2022) yang

menyoroti rendahnya sosialisasi regulasi syariah.

4. KESIMPULAN

Implementasi prinsip syariah dalam manajemen keuangan UMKM di Jakarta masih
bersifat parsial, dengan tiga tantangan utama: (1) literasi akad syariah yang rendah, (2) akses
terbatas ke lembaga keuangan syariah, dan (3) biaya operasional tinggi.

Temuan menunjukkan bahwa 87% UMKM belum memaham
mekanisme mudharabah atau musyarakah, sementara 67% kesulitan mengakses pembiayaan
syariah akibat prosedur rumit. Meski demikian, UMKM yang konsisten menerapkan prinsip
syariah mengalami peningkatan kepuasan konsumen hingga 35%, meski profitabilitas belum
signifikan akibat tingginya biaya sertifikasi. Berdasarkan hal ini, penelitian
merekomendasikan model kemitraan triple helix melibatkan lembaga keuangan
syariah (menyediakan pembiayaan mikro tanpa agunan), pemerintah (insentif pajak dan subsidi
sertifikasi halal), serta akademisi (pelatihan berbasis kasus dan pengembangan aplikasi

pencatatan keuangan syariah gratis). Kolaborasi ini diharapkan meningkatkan literasi,
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aksesibilitas, dan transparansi UMKM. Selain itu, regulator perlu menyederhanakan
persyaratan pembiayaan syariah dan memperluas sosialisasi regulasi. Untuk penelitian
lanjutan, penting dilakukan kajian komparatif kinerja UMKM syariah vs konvensional di
wilayah urban serta evaluasi dampak penggunaan platform digital pada keberlanjutan usaha.
Dengan rekomendasi ini, diharapkan tercipta ekosistem UMKM syariah yang inklusif dan

berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA
Amin, D. (2023). Pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia (perspektif ekonomi syariah).
AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah, 5(1), Article 1.

https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5474

Ariani, K. F., Rahmawati, T. ., & Anggraini, D. V. (2024). Peningkatan literasi keuangan
masyarakat pedesaan guna mendorong tingkat inklusi keuangan Indonesia perspektif
hukum perbankan. Jurnal Multidisiplin IImu Akademik, 1(6), Article 6.
https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2874

Arif, S. A. (2024). Pelatihan manajemen keuangan syariah untuk UMKM dalam rangka
meningkatkan literasi ekonomi syariah di komunitas lokal. Jurnal Peradaban
Masyarakat, 4(4), Article 4. https://doi.org/10.55182/jpm.v4i4.525

Arifin, M. S. (2022). Sistem keuangan syariah pada UMKM di Desa Jatiurip Kecamatan
Krejengan Probolinggo. Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, 3(1),
Article 1. https://doi.org/10.55210/arribhu.v3i1.814

Fauzoah, N. (2022). Implementasi manajemen keuangan syariah pada Pondok Pesantren Darul
Ulum Ath-thahiriyah Paladang di Pinrang [Undergraduate thesis, IAIN Parepare].
https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3352/

Harahap, M. A., Daud, A., & Sinaga, A. (2022). Pelatihan manajemen keuangan pada pelaku
UMKM di Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. El-Mujtama:
Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(3), Article 3.
https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1863

Harun, W. A., Hinelo, R., & Monoarfa, M. A. S. (2023). Manajemen keuangan syariah dan
perencanaan keuangan syariah dalam meningkatkan produktivitas UMKM.
JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, 6(2), Article 2.
https://doi.org/10.37479/jimb.v6i2.21950

Hayati, I. (2019). Penguatan manajemen keuangan syariah bagi UMKM dengan menggunakan
metode door to door di Desa Kotasan. IHTTYATH: Jurnal Manajemen Keuangan
Syariah, 3(2). https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v3i2.1783

Lamusara, D. M., Thalhah, T., Relubun, D. A., & Kurnia, R. (2022). Penggunaan akad as-
salam dalam jual beli online sistem dropshipping di IAIN Ambon. AMAL: Jurnal
Ekonomi Syariah, 4(1), Article 1. https://doi.org/10.33477/eksy.v4i01.3222

Latifah, E., Masyhuri, M., Pahlevi, R. W., Mulyani, S., Hasanah, N., Fidiana, F., Zunaidi, A.,
Nurjanah, N., Yulianti, M. L., Yunus, A. R., Fauzi, A., Dewi, G. A. K. R. S,,
Parmitasari, R. D. A., Koni, A., & Setiadi, R. (2022). Manajemen keuangan syariah.
Eureka Media Aksara. https://repository.penerbiteureka.com/pt/publications/559407/



https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5474
https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2874
https://doi.org/10.55182/jpm.v4i4.525
https://doi.org/10.55210/arribhu.v3i1.814
https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3352/
https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1863
https://doi.org/10.37479/jimb.v6i2.21950
https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v3i2.1783
https://doi.org/10.33477/eksy.v4i01.3222
https://repository.penerbiteureka.com/pt/publications/559407/

Implementasi Prinsip Syariah dalam Manajemen Keuangan untuk Meningkatkan
Pengambilan Keputusan Bisnis UMKM : Studi Kasus di Jakarta

Mun’im, M. H. (2024). Peluang dan tantangan financial technology (fintech) dalam
transformasi perbankan syariah di Indonesia. AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah, 6(02),
Article 02. https://doi.org/10.33477/eksy.v6102.8077

Nurrohmah, R. F., & Purbayati, R. (2020). Pengaruh tingkat literasi keuangan syariah dan
kepercayaan masyarakat terhadap minat menabung di bank syariah. Jurnal MAPS
(Manajemen Perbankan Syariah), 3(2), Article 2.
https://doi.org/10.32627/maps.v3i2.135

Putri, I. P., Nengsih, T. A., & Baining, M. E. (2023). Implementasi manajemen keuangan
syariah pada UMKM udang ketak di Kecamatan Nipah Panjang. Manajemen Keuangan
Syariah, 3(1), Article 1. https://doi.org/10.30631/makesya.v3il.1687

Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian. Cipta Media Nusantara.

Rochmi, A., Maulidiyah, N. N., Alkaf, U., Awaludin, D. T., Prastiwi, 1. E., Hardiati, N.,
Nurarifah, R., Wulaningsih, R. W., Halim, H., Chandra, A., & Oktasari, E. (2024).
Manajemen keuangan syariah (Konseptual, landasan dan praktik). CV Widina Media
Utama. https://repository.penerbitwidina.com/publications/568452/

Ruwaidah, S. H. (2020). Pengaruh literasi keuangan syariah dan shariah governance terhadap
keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Muhasabatuna:
Jurnal Akuntansi Syariah, 2(1), Article 1.
https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2il.706

Saefullah, A., & Hajar, E. S. (2022). LPS’s strategy to increase public literacy of the deposit
insurance program. LITERATUS, 4(2), Article 2. https://doi.org/10.37010/1it.v4i2.893

Ubed, F., & Mugiyati, M. (2024). Analysis of the role of BAZNAS village microfinance in
empowering the economy of micro-entrepreneurs among mustahik. Islamic Micro
Finance Journal, 1(3), Article 3. https://journal.iai-
alfatimah.ac.id/index.php/imfj/article/view/119

Yunus, A. R. (2023). Manajemen keuangan syariah. CV Widina Media Utama.
https://repository.penerbitwidina.com/publications/565654/

10 | JUPSIM - VOLUME. 4, NOMOR. 3 SEPTEMBER 2025


https://doi.org/10.33477/eksy.v6i02.8077
https://doi.org/10.32627/maps.v3i2.135
https://doi.org/10.30631/makesya.v3i1.1687
https://repository.penerbitwidina.com/publications/568452/
https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i1.706
https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.893
https://journal.iai-alfatimah.ac.id/index.php/imfj/article/view/119
https://journal.iai-alfatimah.ac.id/index.php/imfj/article/view/119
https://repository.penerbitwidina.com/publications/565654/

